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ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, maka dipandang
perlu membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan ini adalah : Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 444); Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi



Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 233); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2025 ini membentuk
dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;

a.Tim Manajemen Perubahan;

b.Tim Penataan Tatalaksana;

c.Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

d.Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

e.Tim Pengawasan;

f.Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal
25 September 2025

- Lampiran 8 Halaman.


